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ABSTRACT 
 
This study aims to determine and analyze the suitability of zakat, infaq / 
alms accounting financial reporting, aims to regulate the recognition, 
measurement, presentation, distribution and disclosure of zakat transactions for 
amil in receiving and distributing in BAZNAS Boyolali Regency whether it is in 
accordance with PSAK 109. 
Research including qualitative research with a descriptive approach. The 
data used are primary data and secondary data. Primary data were obtained from 
interviews while secondary data were obtained from financial reports, 
documentation and research records. The techniques used are source 
triangulation and technique triangulation to then do the data credibility test. 
The results showed that the BAZNAS Boyolali District in terms of accounting 
financial reporting is still not in accordance with PSAK 109 on zakat accounting 
such as in the Initial Recognition, Measurement and disclosure there are still 
some elements that are not in line with the rules applied in PSAK 109. 
Keywords: Financial Reporting on zakat accounting, PSAK 109, BAZNAS 
Boyolali Regency 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian 
pelaporan keuangan akuntasi zakat,infaq/sedekah, bertujuan untuk mengatur 
pengakuan, pengukuran, penyajian, penyaluran dan pengungkapan transaksi zakat 
untuk amil dalam menerima dan mendistribusikan di BAZNAS Kabupaten 
Boyolali apakah telah sesuai dengan PSAK 109. 
Penelitian termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 
Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Data primer 
diperoleh dari hasil wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan 
keuangan, dokumentasi dan catatan-catatan penelitian. Teknik yang digunakan 
yaitu trianggulasi sumber dan trianggulasi teknik untuk kemudian dilakukan uji 
kredibilitas data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam 
hal pelaporan keuangan akuntasi masih belum sesuai dengan PSAK 109 tentang 
akuntasi zakat  seperti dalam Pengakuan Awal, Pengukuran dan serta 
pengungkapannya masih terdapat beberapa elemen yang belum sejalan dengan 
aturan yang diterapkan pada PSAK 109.  
 
Kata Kunci : Pelaporan Keuangan akuntasi zakat, PSAK 109, BAZNAS 
Kabupaten Boyolali 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang majemuk menyebabkan 
ketidak seimbangan pendapatan, ini merupakan masalah yang sulit diselesaiakan. 
Akibatnya, terdapat sebagian masyarakat yang memiliki harta banyak dan barang 
berlebih (orang kaya) dan tidak sedikit pula yang tidak memiliki harta dan tidak 
cukup membiayai kebutuhan hidupnya (golongan fakir dan miskin).(Angraeni 
Pangemanan, &Rondonuwu,2016) 
Permasalahan bangsa Indonesia yang tak kunjung usai adalah kemiskinan. 
Wujud dari kepedulian sosial yaitu islam memberikan solusi untuk mengatasi 
permasalahan kemiskinan adalah dengan berzakat. Zakat merupakan salah satu 
wujud dari terlaksananya ekonomi Islam, yaitu ekonomi yang mempertimbangkan 
keseimbangan dengan lingkungan sekitar (Yulinartati,2012). 
Konsep zakat yang ditawarkan dalam islam yaitu memberikan solusi atas 
permasalahan kemiskinan dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dalam 
kehidupan masyarakat. Zakat adalah wujud nyata operasional ekonomi yang 
berlandaskan syariah Islam dalam mewujudkan keseimbangan dan kesejahteraan 
masyarakat. Zakat juga merupakan wujud pilar perekonomian Islam dalam 
menjalankan fungsinya yaitu untuk mengelola dan menyalurkan dana muzaki 
kepada orang-orang yang berhak menerima mustahiq(Warno, 2016). 
Agar zakat dapat terwujud dengan baik, maka zakat harus mencakup 
empat unsur penting yang saling berkaitan. Keempat unsur tersebut adalah orang 
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yang berzakat (muzaki),  orang yang berhak menerima zakat (mustahiq), harta dan 
lembaga pengelola zakat (amil).lembaga pengelola zakat dituntut untuk bisa 
menyelesaikan permasalahan masyarakat yaitu dalam hal kebutuhan pangan, 
kesehatan serta pendidikan. Tujuan adanya program yang dijalankan lembaga 
pengelola zakat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suwardi, 
2013). 
Suatu lembaga dapat dikatakan baik yaitu apabila lembaga tersebut 
memiliki sistem administrasi dan tata kelola lembaga yang baik, karena hal ini 
dirasa mampu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan 
dana zakatnya kepada lembaga tersebut. Sebuah tata kelola dapat dikatakan baik 
yaitu apabila lembaga tersebut bersifat transparan dan akuntabel dalam 
pengumpulan, penghimpunan serta pendistribusian dana zakatnya, sehingga 
pelaporan dana zakat yang ada pada lembaga pengelola zakat dapat 
dipertanggungjawabkan. (Sawarjuwono, 2013) 
Peran lembaga pengelola zakat tidak hanya dalam pengumpulan, 
penghimpunan serta pendistribusian dana, ternyata masyarakat malah tidak dapat 
mengakses dana yang telah mereka salurkan kepada lembaga pengelola zakat 
tersebut. Akuntabilitas adalah salah satu indikator untuk menilai kinerja sebuah 
organisasi publik. Salah satu bentuk dari akuntabilitas publik yang sangat mudah 
dilihat adalah laporan keuangan (Suwardi,2013). 
Akuntansi zakat yang ada dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
(PSAK) No.109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengungkuran, penyajian 
dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah, bukan untuk entitas syariah 
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yang menerima dan menyalurkan ZIS tetapi bukan kegiatan utamanya (Rahman, 
2015). Tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 
relevan untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun 
eksternal misalnya muzaki, pemerintah, pihak lain yang menyediakan sumber 
daya bagi masyarakat. 
PSAK 109 ini akan menyeragamkan pencatatan pada lembaga pengelola 
zakat yang selama ini sebagian besar menggunakan PSAK 45 untuk organisasi 
nirlaba. Sebelum ada PSAK 109, lembaga pengelola zakat telah membuat laporan 
keuangan tetapi tidak ada keseragaman antara satu lembaga pengelola zakat 
dengan lembaga pengelola zakat yang lain (Megawati&Trisnawati, 2014). Hal ini 
tentu menyulitkan bagi berbagai kalangan untuk memahami maksud dan tujuan 
dari laporan keuangan tersebut. 
 Laporan keuangan seharusnya informatif dan dapat dibandingkan antara 
laporan keuangan lembaga pengelola zakat satu dengan lembaga pengelola zakat 
yang lain. Laporan keuangan amil menurut PSAK 109 ialah laporan posisi 
keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, 
laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (Megawati&Trisnawati,2014). 
 Neraca dan perubahan dana untuk organisasi zakat, infak, dan sedekah ini 
merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana sedekah, 
sedangkan laporan perubahan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan 
perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang 
menggambarkan kondisi keuangan organisasi pengelola zakat. Dalam catatan ini 
menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang 
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diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan sehingga diperoleh angka-angka 
dalam laporan keuangan tersebut. 
Menurut (Megawati&Trisnawati, 2014) PSAK 109 Tentang Akuntansi 
zakat dan infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan pemberlakuan 
PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan 
kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi 
pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 
ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi pengelola zakat telah 
menggunakan prinsip-prinsip syariah.  
Penelitian Angraeni (2016) yang melakukan penelitian di BAZNAS Kota 
Bitung, hasilnya menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bitung belum menerapkan 
penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan akuntasi keuangan 
zakat, infak/ sedekah, karena untuk penyusunannya BAZNAS Kota Bitung hanya 
mengacu sesuai arahan dan kebutuhan dari badan amil tersebut masih berupa 
laporan penerimaan dan penyaluran zakat. 
Penelitian Shahnaz (2015) yang melakukan penelitian di Badan Amil 
Zakat Sulawesi Utara bahwa BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara tersebut belum 
menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK No 109 karena laporan yang 
dibuat hanya berupa laporan pemasukan dan pendistribusian dana saja. 
Penelitian Alexander (2017) yang melakukan penelitian di Badan Amil 
Zakat Nasional Kota Manado menemukan hasil bahwa BAZNAS Kota Manado 
belum menerapakan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 109 tentang 
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Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah penyusunan laporan keuangan di BAZNAS Kota 
Manado masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran saja.  
Berdasarkan deskripsi fenomena dan beberapa temuan penelitian diatas, 
peneliti bermaksud melakukan penelitian kembali penerapan PSAK 109 dengan 
mengambil objek di BAZNAS Kabupaten Boyolali.Sebagai objek penelitian, 
penulis akan meniliti sekaligus menganalisis organisasi pengelola zakat terkait 
tentang PSAK 109 tentang pelaporan keuangan Akuntasi Zakat, Infaq/Sedekah. 
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Marte selaku pegawai bagian 
keuangan, perencanaan dan pelaporan BAZNAS Kabupaten Boyolali pada 01 
November 2019 bahwa pendapatan zakatnya paling banyak didominasi oleh 
instansi pemerintah daerah Kabupaten Boyolali, sedangkan muzaki dari 
perorangan atau perusahaan swasta masih terbilang minim. Laporan pengelolaan 
dana zakat telah diaudit pada januari 2018 dengan hasil penemuan wajar tanpa 
pengecualian.  
Badan Amil Zakat Kabupaten Boyolali merupakan sebuah badan yang 
berada di lingkungan pemerintahan Boyolali yang secara khusus diberikan 
wewenang untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan Zakat. 
Dalam operasionalnya BAZNAS Kabupaten Boyolali telah menghimpun dana 
dari masyarakat Boyolali baik dana Zakat, Infaq dan Sedekah, selanjutnya 
BAZNAS Kabupaten Boyolali harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
dana yang terkumpul pada masyarakat.  
Untuk melakukan tugas tersebut BAZNAS Kabupaten Boyolali perlu 
Akuntansi zakat yang berupa PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan 
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Sedekah. Hal ini perlu dilakukan agar Akuntabilitas dan Transparansi BAZNAS 
Kabupaten Boyolali menjadi baik dan masyarakat juga dapat menilai kinerja 
BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam pertanggungjawabkan atas pengelolaan 
zakat yang dikelolanya. 
Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik dengan penelitian 
“PENERAPAN AKUNTASI ZAKAT BERDASARKAN PSAK NO 109 (STUDI 
KASUS PADA BAZNAS KABUPATEN BOYOLALI.)” 
  
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti 
akan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, yaitu: 
1. Belum adanya publikasi laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten 
Boyolali pada media sosial, jadi akan berdampak kurangnya kepercayaan 
muzaki kepada lembaga pengelola zakat dalam melaporkan dana zakatnya. 
2. lembaga pengelola zakat yang belum sepenuhnya menerapkan standar 
akuntansi yaitu PSAK No 109 tentang akuntansi zakat 
3. beberapa hasil penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa lembaga 
pengelola zakat yang masih kurang transparan dan akuntabel. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan masalah ini dibuat agar penelitian tidak menyimpang dari arah 
dan sasaran penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu lebih berfokus 
kepada PSAK No. 109 tentang Akuntasi Zakat dan dilakukan di lembaga 
BAZNAS Kabupaten Boyolali. 
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1.4. Rumusan Masalah 
Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi bahasan 
dalam penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimana penerapan PSAK 109 (Pengakuan,pengukuran,penyaluran, 
penyajian, pengungkapan) di BAZNAS Boyolali ? 
2. Apa saja kendala yang dihadapi dan strategi yang dilakukan dalam 
mengimplementasikan PSAK 109 ? 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 109 (pengakuan, 
penguluran, penyaluran, penyajian, pengungkapan) di BAZNAS Boyolali. 
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dan strategi yang 
dilakukan dalam mengimplementasikan PSAK 109. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi: 
1. Penulis  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memperdalam 
pengetahuan mengenai ilmu ekonomi Islam khususnya Akuntasi Zakat  
2. SivitasAkademika 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pengembangan teori 
bagi peneliti selanjutnya.  
3. Baznas Boyolali 
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Memberi masukan kepada organisasi pengelola zakat agar dapat 
mengimplementasikan praktik PSAK 109 tentang Akuntasi Zakat 
 
1.7. Hasil Penelitian yang Relevan 
 
Tabel 1.1 
Penelitian Terdahulu yang Relevan 
 
No. Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 
1. Angraeni 
Pangemanan, & 
Rondonuwu 
(2016) 
 
Penerapan 
Akuntasi Zakat 
dan Infaq/ sedekah 
berdasarkan psak 
109 pada badan 
amil zakat kota 
bitung  
Menunjukkan hasil penelitian 
BAZNAS Kota Bitung belum 
menerapkan penyusunan 
laporan keuangan sesuai 
dengan format laporan 
akuntasi keuangan zakat, 
infak/sedekah, karena untuk 
penyusunanannya BAZNAS 
kota Bitung hanya mengacu 
sesuai arahan dan kebutuhan 
dari badan amil tersebut 
masih berupa laporan 
penerimaan dan penyaluran 
zakat. 
2. Shahnaz (2015) Penerapan PSAK 
no 109 tentang 
pelaporan 
keuangan Akuntasi 
Zakat, Infaq/ 
sedekah pada 
badan amil zakat 
provinsi sulawesi 
utara 
Menunjukkan hasil penelitian  
bahwa BAZNAS provinsi 
Sulawesi Utara tersebut 
belum menyusun laporan 
keuangan sesuai dengan 
PSAK no 109 karena laporan 
yang dibuat hanya berupa 
laporan pemasukan dan 
pendistribusian dana saja 
3. Megawati dan 
Trisnawati (2014) 
Penerapan PSAK 
109 tentang 
Akuntasi Zakat dan 
infak/ sedekah pada 
baznas kota 
Pekanbaru 
Hasil penelitian menunjukan 
bahwa BAZNAS Pekanbaru 
telah menerapkan PSAK 109 
ini dalam pembuatan laporan 
keuangannya.. 
Tabel berlanjut … 
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Lanjutan tabel 1.1 
4. Nugraha, 
Wardayati, 
sayekti 
(2018) 
Implementation of 
Zakat Accounting In 
Amil Zakat Institute 
(LAZ) In Jember 
(Reviewed From 
Zakah Shariah : 
PSAK 101 And 
PSAK 109) 
Proses pelaksanaan akuntansi 
zakat di LAZ YSDF Jember 
yang meliputi pengakuan, 
pengukuran, penyajian dan 
pengungkapan zakat akuntansi 
sesuai dengan ditentukan 
pedoman bagi lembaga zakat 
yaitu psak 109. 
5. Arief, 
Manossoh, 
Alexander 
(2017) 
Analisis Penerapan 
PSAK 109 Tentang 
Akuntasi Zakat, 
Infaq/Sedekah Pada 
Badan Amil Zakat 
Nasional Kota 
Manado 
BAZNAS kota Manado dalam 
penyusunan laporan 
keuanganya belum menerapkan 
pernyataan Standar Akuntasi 
Keuangan No 109 Tentang 
Akuntasi zakat, Infaq/Sedekah. 
Penyusunan Laporan keuangan 
Baznas Kota Manado masih 
berupa laporan penerimaan dan 
penyaluran saja. 
 
1.8. Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara 
menggambarkan, menguraikan hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata. 
Penelitian ini dilakukan di Baznas Boyolali. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini yaitu studi lapangan dengan menggunakan wawancara, dan 
dokumentasi. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan 
sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan langsung di Baznas 
Kabupaten Boyolali Data sekunder diperoleh dari buku, literatur serta laporan 
keuangan yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisa data menggunakan 
teknik deskriptif dengan uji kredibilitas menggunakan teknik triangulasi. 
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1.9. Jadwal Penelitian 
Terlampir 
 
1.10. Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah: 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifkasi masalah, batasan 
masalah,rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, jadwal penelitian, 
dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan teori-teori yang akan dijadikan sebagai acuan dalam 
menganalisis permasalahan untuk penelitian, penelitian yang relevan dan 
kerangka berfikir. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang desain penelitian, subyek penelitian, teknik 
pengumpulan data, teknik analisis data. 
BAB IV PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan dan hasil 
penelitian. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari serangkaian pembahasan dan 
saran.
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA
 
 
2.1 Pengertian Zakat 
Menurut Mardani (2012) hal utama yang menjadi dasar dalam sistem 
perekenomian islam adalah zakat. Zakat berasal dari kata zakat yang berarti suci, 
tumbuh, berkah. Zakat dalam pengertian suci, yaitu membersihkan diri, jiwa dan 
harta. Seseorang yang mengeluarkan zakatnya berarti seseorang yang sedang 
membersihkan diri dari sifat kikir, tinggi hati dan riya‟. Sedangkan pengertian 
zakat dalam artian berkah yaitu diartikan sebagai sisa harta yang telah dikeluarkan 
untuk membayar zakat akan mendapatkan berkah dan akan terus berkembang 
meskipun jumlahnya berkurang. 
Sedangkan pengertian zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 
Pasal 1 No 2, zakat diartikan sebagai harta yang  wajib dikeluarkan oleh seorang 
muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya 
sesuai denga syariat Islam. Sedangkan pengelolaan zakat menurut Pasal 1 No. 1 
yauty kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam 
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 
 
2.1.1 Dasar Hukum Zakat 
Zakat merupakan salah satu rukun islam, dan menjadi salah satu unsur 
penting dalam sistem perekonomian islam (Rozalinda, 2014). Zakat merupakan 
bentuk kepedulian sosial demi mensejahterakan umat manusia. Oleh karenanya, 
hukum zakat adalah wajib bagi masing-masing umat islam yang telah memenuhi 
syarat, apabila harta sudah mencapai haul dan nishab, maka kewajiban berzakat 
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pun harus dilaksanakan. Adapun landasan hukum zakat yang bersumber dari Al-
Qur’an dan As-Sunnah menurut Mardani (2012) yaitu: 
1. Al-Qur’an 
 
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, 
untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan 
Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana.”(Q.S.9:60). 
 
 
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S.9.103) 
 
2. As-Sunnah 
 
“Dari Ibnu Abbas, ia berkata,”Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitrah 
sebagai pembersih bagi yang shaum dari perbuatan sia-sia dan ucapan 
kotor, dan sebagai (bantuan) makanan bagi yang miskin”. (HR. Abu Dawud 
dan Ibnu Majah). 
 
 
“Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri dengan 
satu sha‟ kurma atau satu sha‟ gandum, baik atas budak, merdeka, laki laki, 
wanita, anak kecil, maupun dewasa, dari kalangan kaum muslimin.” (H.R. 
Bukhari dan Muslim) 
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2.2 Perlakuan Akuntasi PSAK 109 
Perlakuan akuntansi ini mengacu pada PSAK No 109 tentang akuntansi 
zakat, ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat. 
PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat ini wajib diterapkan oleh amil yang 
mendapat izin dari regulator namun amil yang tidak mendapat izin juga dapat 
menerapkan PSAK ini.  
Menurut Suwardjono (2014:194) pengakuan merupakan suatu penyajian 
informasi yang dijadikan sebagai ciri khusus dalam pelaporan keuangan. 
Pengukuran merupakan penentuan suatu jumlah (rupiah) yang akan dicantumkan 
dalam laporan keuangan.  
Penyajian merupakan suatu penetapan tentang cara melaporkan elemen atau 
pos dalam suatu laporan keuangan. Sedangkan pengungkapan merupakan suatu 
hal yang berkaitan dengan penjelasan informasi yang dianggap penting dan 
bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Berikut merupakan Isi dari PSAK 
No. 109 tentang akuntansi zakat adalah: 
 
Tabel 2.1 
PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat 
 
Pernyataan  
1. Pengakuan Awal 
a. Penerima zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. 
b. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat 
yaitu apabila dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, jika 
dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset non kas tersebut. 
c. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga 
pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode 
penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang 
relevan.  
d. Zakat yang diterima oleh diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan 
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dana zakat untuk bagian non amil. 
e. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq 
ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. 
f. Jika muzaki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat 
melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai 
dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah/fee maka diakui 
sebagai penambah dana amil. 
2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal  
a. Apabila terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, jumlah kerugian yang 
ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau 
pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. 
b. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: pengurang dana zakat, jika 
terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil: kerugian dan pengurang dana 
amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. 
3. Penyaluran Zakat 
a. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana 
zakat sebesar: jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas jumlah 
tercatat , jika dalam bentuk aset nonkas. 
4. Penyajian Zakat 
a. Amil menyajikan dana zakat, dana infak/shadaqah, dana amil, dan dana 
nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan) 
5. Pengungkapan Dana Zakat 
a. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, 
tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran zakat, sepeti penentuan 
skala prioritas penyaluran dan penerima. 
b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan 
zakat, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. 
c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat 
berupa aset nonkas 
Sumber : IAI, 2017. 
 
2.2. Lembaga Pengelola Zakat 
Lembaga pengelola zakat merupakan suatu lembaga yang bertugas dan 
berfungsi dalam pengelolaan dana zakat, infak/ shadaqoh. Yang dimaksudkan 
disini yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian yang terkait 
dengan pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan dana zakat. 
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, terdapat dua 
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jenis lembaga pengelola zakat, yaitu badan amil zakat (baz) dan lembaga amil 
zakat (LAZ). (Suwardi, 2013). 
Lembaga amil zakat (LAZ) yaitu suatu lembaga pengelola dana zakat yang 
dibentuk oleh sejumlah masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, 
pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam. Adapun yang kedua adalah 
badan amil zakat (BAZ) yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh 
pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang memiliki 
tugas yang sama seperti halnya dengan LAZ yaitu mengumpulkan, 
mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat sesuai ketentuan agama 
(Suwardi, 2013). 
 
2.3. Kerangka Berfikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gambar. 2.1 Kerangka Berfikir
BAZNAS BOYOLALI 
PENERAPAN, AKUNTANSI ZAKAT 
PSAK 109 
SESUAI BELUM SESUAI 
 
 
16 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2019 disalah satu BAZNAS yang berdiri 
di kota Boyolali yaitu BAZNAS Kota Boyolali. 
3.2  Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan 
pendekatan (metode) kualitatif deskriptif. meneliti obyek yang alamiah, 
pengambilan sampel data dilakukan berdasarkan purposive sampling, teknik 
pengumpulan data menggunakan gabungan, analisis datanya bersifat induktif, dan 
hasil penelitiannya menekankan pada makna. Jenis penelitian deskriptif adalah 
jenis penelitian yang mengarahkan peneliti untuk mendapat informasi sosial yang 
diteliti secara menyeluruh, rinci dan mendalam. (Sugiyono,2014:9). 
Penelitian ini menggunakan teknik penelitian studi kasus yang ada pada 
Akuntabilitas pengelolaan zakat BAZNAS kabupaten Boyolali. Teknik penelitian 
studi kasus menggambarkan secara rinci mengenai obyek yang diteliti dalam 
kurun waktu tertentu secara mendalam. Penelitian dengan teknik ini lebih fokus 
pada suatu obyek penelitian. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk 
meneliti, menganalisa kemudian memahami dan menjelaskan tentang Penerapan 
PSAK 109  tentang Akuntansi Zakat yang ada pada BAZNAS Kabupaten 
Boyolali. 
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3.3 Data dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 
pengumpul data (sugiyono, 2013: 193). Data primer dalam penelitian ini 
diperoleh secara langsung dari objek penelitian yakni observasi dan 
wawancara dengan narasumber terkait dengan penelitian seperti ketua 
BAZNAS dan Bagian pencatatan dana zakat mengenai implementasi 
Penerapan PSAK No 109 Akuntansi Zakat BAZNAS Kabupaten Boyolali. 
2. Data  sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 
kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. 
(Sugiyono, 2013:193). Data sekunder dalam penelitian ini berupa gambaran 
umum BAZNAS Kabupaten Boyolali, struktur organisasi, laporan keuangan 
BAZNAS Kabupaten Boyolali, referensi jurnal-jurnal serta dokumen yang 
relavan.   
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 
menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.  
1. Observasi  
Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 
sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Sugiyono, 
2017: 310). 
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Penelitian ini menggunakan teknik observasi terus terang dan tersamar 
(overtobservation and covert observation), yaitu peneliti mengumpulkan data 
dengan cara terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan 
penelitian. Namun ada kalanya peneliti tidak berterus terang atau tersamar 
dalam observasi, hal ini untuk menghindari adanya suatu data yang masih 
dirahasiakan. Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mengamati 
pelaporan keuangan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali. 
2. Wawancara 
Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, dimana dalam 
wawancara ini menggunakan pedoman wawancara tetapi ada umpan balik dari 
responden yang dirasa perlu ditanyakan peneliti, sehingga peneliti bisa 
menanyakan kepada informan walaupun didalam pedoman wawancara tidak 
ada pertanyaannya. Wawancara ini ditunjukkan secara langsung atau tanya 
jawab kepada pihak-pihak yang terkait tentang peneliti pada BAZNAS 
Kabupaten Boyolali yaitu Ketua Baznas dan bagian akuntansi/ pencatatan 
dana zakat. 
Untuk menghindari adanya kehilangan informasi, peneliti meminta izin 
untuk menggunakan alat perekam selama kegiatan wawancara berlangsung. 
Sebelum dilangsungkan wawancara mendalam, peneliti menjelaskan atau 
memberikan gambaran secara sekilas mengenai latar belakang dari topik 
penelitian yang diangkat. 
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3. Dokumentasi 
Menurut Sugiyono (2014:240) Dokumentasi merupakan catatan 
peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti akan mencari data-data yang berkaitan 
dengan penelitian ini seperti, arsip, data laporan, gambar/foto dan lain-lain 
pada BAZNAS Kabupaten Boyolali. Dokumen yang dibutuhkan antara lain 
profil lembaga, laporan keuangan, maupun dokumentasi kegiatan BAZNAS 
Kabupaten Boyolali. 
 
3.5  Uji Kredibilitas Data 
Peneliti menggunakan pengujian kredibilitas data dengan menggunakan 
teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber 
dan teknik. Dimana, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data 
yang diperoleh dari sumber-sumber yang berbeda. Sedangkan triangulasi teknik 
dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, maupun dokumentasi 
dengan bukti lain seperti laporan keuangan (Sugiyono, 2017: 373). 
 
3.6  Teknik Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dimana data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi akan dianalisis dengan 
menggunakan teknik analisis deskriprif untuk kemudian akan dilakukan uji 
kredibilitas dengan menggunakan teknik triangulasi. Dalam hal ini, teknik analisis 
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data dilakukan secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan agar mudah 
dipahami oleh semua pengguna informasi. 
 Analisis data dalam hal ini merupakan proses pencarian dan penyusunan 
yang dilakukan secara bertahap dari data yang diperoleh melalui hasil wawancara, 
catatan lapangan, serta studi dokumentasi, dengan cara menyusun secara 
sistematis sehingga dapat diketahui bagian mana yang penting untuk kemudian 
dipelajari sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri 
sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2017: 334) 
Dalam penelitian ini, terdapat beberapa cara yang penulis gunakan dalam 
menganalisis data. Dimana ,langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data 
dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, display data kemudian penarikan 
kesimpulan. Berikut merupakan bagan atau gambaran dari langkah-langkah 
analisis data (Sugiyono 2017: 338) : 
Gambar 3.1 
Komponen Analisis Data 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Sugiyono, 2017 
Data 
Collection 
Data 
Display 
Data 
reduction Conclusion 
Drawing 
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1. Pengumpulan data (Data Collection) 
Peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari data primer 
dan data skunder yaitu berasal dari hasil wawancara, dokumentasi, laporan 
keuangan serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. 
2. Reduksi data (Data Reduction) 
Reduksi data dilakukan dengan cara memilah atau merangkum 
informasi yang penting dan diperlukan dalam penelitian. Reduksi data 
dilakukan karena banyaknya informasi yang diperoleh dari lapangan, sehingga 
harus dilakukan penyederhanaan agar memudahkan peneliti dalam 
menganalisis data. 
3. Sajian data (Data Display) 
Setelah data selesai direduksi, maka data harus disajikan. Sajian data 
dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam memahami apa yang 
sebenarnya terjadi. Sajian data terdiri dari beberapa informasi yang 
memungkinkan menjadi kesimpulan penelitian. Sajian data dapat berupa 
uraian singkat, bagan, matriks, dan table. Semua di susun secara sistematis 
guna mempermudah pemahaman informasi. 
4. Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing) 
Penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir dari suatu proses 
penelitian. Dimana, kesimpulan diharapkan mampu menjawab masalah yang 
telah dipaparkan sejak awal penelitian. Penarikan kesimpulan tidak dapat 
terlepas dari proses sebelumnya, karena dalam hal ini penarikan kesimpulan 
berdasarkan pada seluruh data yang diperoleh dan proses yang telah dilalui. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
4.1. Sejarah Badan Amil Nasional Baznas Boyolali 
BAZNAS Kabupaten Boyolali merupakan organisasi non structural 
pemerintah yang dibentuk untuk mengelola zakat di kabupaten Boyolali. Sebelum 
menjadi BAZNAS, lembaga ini merupakan badan amil zakat daerah atau biasa 
disebut BAZDA. BAZDA Boyolali terbentuk sesuai dengan keputusan bupati 
nomor 451/205/tahun 2009. Selanjutnya berdasarkan surat keputusan bupati 
nomor 451.12/462 tahun 2014 tentang penetapan pimpinan Baznas Kabupaten 
Boyolali dengan masa kerja 2014-2019. Saat ini Baznas Kabupaten Boyolali 
beralamat dijalan Perintis Kemerdekaan nomor 43 pulisen, boyolali. 
 
4.1.1. Visi dan Misi Baznas 
1. Visi  
Menjadi badan amil zakatyang amanah, akuntabel, bertanggung jawab 
dan berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan 
umat Islam di kabupaten Boyolali. 
2. Misi 
a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran umat islam untuk 
menunaikan zakat. 
b. Mengelola Zis secara profesional, terstandarisasi berbasis teknologi 
internet “SIMBA” sehingga menjadi lembaga yang akuntabel dan 
dipercaya. 
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c. Menyalurkan dan mendayagunakan ZIS secara optimal untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan mustahiq. 
d. Memperkuat jaringan dengan lembaga pengelola zakat, organisasi 
pemerintah daerah dan stakeholder terkait. 
 
4.1.2. Struktur organisasi 
Struktur organisasi digunakan untuk mengetahui jabatan serta tugas 
masing-masing amal zakat. Sehingga akan tercipta hubungan tata kerja yang baik 
serta kerjasama yang harmonis antar karyawan amil zakat. Diharapkan dengan 
adanya struktur organisasi akan tercipta organisasi pengelola zakat yang baik. 
Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Pengelola Zakat 
      Baznas Kabupaten Boyolali 
 
 
24 
 
 
Berdasarkan keputusan BAZNAS Kabupaten Boyolali nomor: 001-1.A/ 
BAZNAS KAB-02/V/tahun 2017 pembagian tugas pimpinan BAZNAS 
BOYOLALI Periode 2017-2022 yakni: 
1. Wakil ketua Bidang pengumpulan bertugas untuk melaksanakan pengelolaan 
pengumpulan zakat. 
Bidang pengumpulan menyelenggarakan fungsi: 
a. Menyusun strategi pengumpulan zakat. 
b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzzaki. 
c. Melaksanakan kampanye zakat. 
d. Melakukan pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat. 
e. Memberikan pelayan kepada muzaki. 
f. Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat. 
g. Menyusun laporan dan memberikan pertanggungjawaban pengumpulan 
dana zakat. 
h. Melaksanakan penerimaan serta tindak lanjut complain atas layanan 
muzaki. 
i. Mengkoordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat. 
2. Wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan bertugas untuk 
melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Bidang 
pendistribusian dan pendayagunaan menyelenggarakan fungsi: 
a. Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 
b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data mustahiq. 
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c. Melakukan pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan 
pendayagunaan zakat. 
d. Melaksanakan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan 
zakat. 
e. Menyusun laporan dan memberikan pertanggungjawaban pendistribusian  
dan pendayagunaan dana zakat. 
f. Mengkoordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 
 
3. Wakil ketua III bidang keuangan, SDM mempunyai tugas dalam 
melakukan pencarian, pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan keungan, 
serta berperan dalam pengembangan dan perancanaan pelaksanaan dan 
pengelolaan administrasi umum. 
Bidang keungan, SDM, dan Umum berfungsi untuk: 
a. Melaksanakan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, 
evaluasi dan melaporkan pelaporan keuangan tahunan dan lima tahun. 
b. Melaksanakan sistem akuntasi keuangan. 
c. Menyusun strategi pengelolaan amil yang meliputi: perencanaan, 
rekrutmen amil, dan pengembangan sumber daya manusia. 
d. Melaksanakan administrasi perkantoran. 
e. Menyusun rencana strategi dan pelaksanaan komunikasi BAZNAS 
kepada Masyrakat. 
f. Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan 
pelaporan asset. 
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g. Memberikan rekomendasi pembukaan perwakilan UPZ berskala 
Kabupaten. 
4. Kepala satuan audit internal mempunyai tugas dalam pelaksanaan audit 
keungan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal 
BAZNAS kabupaten. 
Satuan audit menyelenggarakan fungsi: 
a. Menyiapkan program audit. 
b. Melaksanakan audit. 
c. Melaksanakan audit untuk untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua 
BAZNAS.  
d. Penyusunan laporan hasil audit. 
e. Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal. 
 
4.1.3.  Program BAZNAS Boyolali 
 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali merupakan bagian dari 
Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia sehingga program-program 
Baznas Boyolali merupakan turunan dari program Badan Amil Zakat Nasional 
Republik Indonesia. Adapun program Baznas Kabupaten Boyolali meliputi: 
1. Boyolali peduli, merupakan bantuan yang diberikan kepada fuqoro’ 
masakin yang bersifat konsumtif seperti bantuan sembako, bantuan 
kesehatan, bantuan pendidikan dan bantuan kebencanaan. 
2. Boyolali makmur, bantuan modal kerja, sarana usaha bagi mustahik 
miskin yang memiliki usaha dan membutuhkan pengembangan. 
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3. Boyolali sehat, bantuan biaya kesehatan, sarana kesehatan bagi mustahik 
fuqoro’ dan masakain. 
4. Boyolali cerdas, bantuan pendidikan kepada siswa dari keluaga miskin 
berupa biaya pendidikan, beasiswa dan perlengkapan sekolah. 
5. Boyolali taqwa, diberikan untuk mensupport berbagai kegiatan keagamaan 
islam. 
 
4.1.4.  Pengumpulan Zakat infak dan sedekah di BAZNAS Boyolali 
Kegiatan pengumpulan Zakat infaq dan sedekah (ZIS) dilaksanakan 
melalui 3 (tiga) cara yaitu: 
1. membentuk unit pengumpul zakat (UPZ) disetiap organisasi perangkat daerah 
(OPD), Badan usaha milik Daerah (BUMD) perusahaan-perusahaan tingkat 
daerah dan instansi vertical yang berada di wilayah daerah.’ 
2. Menerima pembayaran zakat melalui rekening bank, bank jateng Boyolali, 
Bank Jateng Syariah, BSM,BRI, BNI Syariah. 
3. Menerima pembayaran zakat infaq dan sedekah (ZIS) secara langsung dari 
muzaki masyarakat umum. 
 
4.2.  Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS di BAZNAS Boyolali 
Zakat infaq sedekah (ZIS) yang telah terkumpul kemudian disalurkan 
kepada mustahik yang berhak menerimanya yaitu delapan asnaf (fuqoro’, 
masakin, amylin, muallaf, ghorimin, sabilillah dan Ibnu sabil). Diberikan dalam 
bentuk konsumtif, produktif dan edukatif dengan  rincian sebagai berikut : 
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1. Penyaluran ZIS secara konsumtif diberikan kepada asnaf fakir miskin non 
produktif. 
2. Penyaluran ZIS secara produktif ditasarufkan kepada orang miskin yang 
mempunyai rintisan usaha atau sudah mempunyai kegiatan ekonomi dan 
memerlukan pengembangan. 
3. Penyaluran ZIS secara edukatif didaya gunakan untuk membiayai program 
pemberdayaan masyarakat mustahik agar masyarakat mustahik mampu 
mengembangkan  potensi diri dan lingkungannya melalui program Zakat 
Community Development (ZCD). 
 
4.2.1. mekanisme penyaluran ZIS di BAZNAS Boyolali 
1. Mekanisme pelayanan mustahiq  
a. Pertama melakukan identifikasi calon mustahiq  
b. Kedua yakni melakukan pencatatan dan mengagendakan survei calon 
mustahiq. 
c. Ketiga , melakukan survey kepada calon mustahiq yang diketahui RT, RW 
dan warga setempat.Amil yang bertugas untuk mensurvey calon mustahiq 
harus mendapatkan surat ijin perjalanan yang diketahui oleh ketua umum 
BAZNAS Kabupaten Boyolali serta akan diberikan batasan waktu ketika 
melakukan tugas dilapangan. 
d. Keempat melakukan pembahasan hasil survey dan melakukan rapat 
koordinasi dengan semua karyawan BAZNAS Kabupaten Boyolali untuk 
pengambilan keputusan.  
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e. Kelima, amil menyiapkan administrasi dan distribusi. Dalam kegiatan ini 
amil memesan atau membeli barang yang dibutuhkan mustahiq. Pembelian 
atau pemesanan barang harus memakai nota atau kwitansi dari penjual.  
f. Keenam ,amil membayar barang tersebut dengan uang serta kuitansi yang 
diketahui oleh sub bagian keuangan serta ketua umum BAZNAS 
Kabupaten Boyolali. Sedangkan sub bagian keuangan wajib mencatat uang 
keluar pada aplikasi SIMBA. 
g. Ketujuh ,mustahiq akan mendapatkan bantuan berupa barang yang 
dibutuhkan.  
h. Langkah terakhir yakni pengarsipan dokumen. 
 
2. Mekanisme penghimpunan ZIS yang dilakukan BAZNAS Kabupaten 
Boyolali yakni : 
a. Pertama, BAZNAS Kabupaten Boyolali membentuk unit pengumpul zakat 
(UPZ) di setiap Organisasi perangkat daerah (OPD), badan usaha milik 
daerah (BUMD), serta perusahaan –perusahaan tingkat daerah dan instansi 
vertical yang berada di daerah Boyolali. 
b. Kedua, menerima dana Zakat, Infak, shadaqah (ZIS) secara langsung dari 
muzzakki masyarakat umum. 
3. Mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten 
Boyolali 
a. Pertama, pendistribusian ZIS secara konsumtif diberikan kepada mustahik 
fakir yang masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum 
sehari-hari. 
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b. Kedua , pendistribusian dan pendayagunaan ZIS secara produktif dislurkan 
kepada orang miskin yang akan merintis usaha atau yang sudah 
mempunyai kegiatan ekonomi dan membutuhkan pengembangan. 
c. Ketiga, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS secara edukatif untuk 
membiayai program pemberdayaan masyarakat mustahik berdasarkan 
potensi yang ada melalui program zakat community development (ZCD) 
  
4.3. Pembahasan  
4.3.1. Pembahasan dan Analisis  penerapan PSAK 109 di Baznas Boyolali 
1. Pengakuan awal akuntasi zakat 
Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 
Syariah (KDPPLKS) paragraf 109 disebutkan bahwa pengakuan (recognition) 
merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta 
kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf 110 dalam laporan posisi 
keungan atau laporan laba rugi. 
Dalam PSAK 109 juga dijelaskan bahwa pengakuan penerimaan zakat 
diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Pada prateknya BAZNAS 
Kabupaten Boyolali hal ini bisa dilihat berdasarkan dalam hal penerimaan  zakat 
akan diakui sebagai aset yaitu apabila mengakui pada saat penerimaan Zakat 
terjadi saat kas diterima. Seperti yang dijelaskan bapak Marte selaku bagian Sub-
bab perencanaan dan pelaporan.  
“Jadi ada muzaki yang mau menyetor zakat infak ada 2 metode dia datang 
langsung ke BAZNAS Boyolali/ transfer, transfer nanti yang bersangkutan 
biasanya mengirimkan bukti transfer beserta nama dan alamat nomer telfon 
dan email. Dari situ kita input dari aplikasi simba, simba kita masukan  yang 
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bersangkutan mendapatkan verifikasi email ataupun sms bahwa telah berzakat 
di BAZNAS”. .”(hasil wawancara tanggal 11 November 2019) 
 
Sedangkan pencatatan diaplikasi simba menurut hasil wawancara dari bapak 
marte menyebutkan bahwa. 
 “kas masuk penghimpunan nanti otomatis sesuai yang kita input kalau zakat 
nanti masuknya dipenerimaan zakat”. .”(hasil wawancara tanggal 11 
November 2019) 
 
Berdasarkan pemaparan diatas maka pengakuan awal penerimaan zakat 
pada baznas boyolali telah sesuai pada PSAK 109 bahwa penerimaan zakat diakui 
pada saat kas atau asset lainnya diterima. 
Dalam PSAK 109 tentang akuntasi zakat diterima dari muzaki diakui 
sebagai penambahan dana zakat yaitu apabila dalam bentuk kas maka sebesar 
jumlah yang diterima, jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar asset 
nonkas tersebut. pada prakteknya BAZNAS Kabupaten Boyolali setiap zakat yang 
diterima dalam muzaki diakui sebagai penambah dana zakat. Sedangkan menurut 
hasil wawancara bapak marte selaku bagian Sub-bab perencanaan dan pelaporan.  
” sebagai dana penghimpunan apa, misalnya zakat masuk diuang zakat”. 
.”(hasil wawancara tanggal 11 November 2019) 
 
Berdasarkan pemaparan diatas maka pengakuan awal saat zakat diterima 
diakui sebagai penambah dana zakat. Dalam PSAK 109 Zakat yang diterima 
diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil. 
Dalam prateknya dana zakat yang diterima oleh BAZNAS disalurkan ke mustahik 
dicatet sebagai dana zakat/infaq untuk non amil seperti yang disebutkan bapak 
Marte selaku bagian perencanaan dan pelaporan. 
“itu kan dana amanah yang nanti disalurkan ke mustahik dicatetnya ya sebagai 
dana zakat/infak”. .”(hasil wawancara tanggal 11 November 2019) 
32 
 
 
 
Didalam pengakuan awal PSAK 109 juga dijelaskan bahwa Penentuan 
jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh 
amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Dalam prateknya untuk 
pengelolaan zakat di BAZNAS Boyolali ditentukan berdasarkan pembagian 
jumlah asnaf yaitu 12,5% atau 1/8 dari masing-masing asnaf. Pembagian ini 
disesuaikan dengan aturan yang berlaku yaitu terdapat dalam surat At-taubah ayat 
60 yaitu golongan yang berhak menerima zakat. Penerapan diBAZNAS 
Kabupaten Boyolali berkaitan dengan ketentuan ini dapat dilihat berdasarkan hasil 
wawancara dan dokumen tersebut yaitu: wawancara bapak Marte selaku bagian 
perencanaan dan pelaporan. 
“ untuk pengelola zakat itukan ada 8 asnaf kalau 100:8 asnaf kan 12.5 persen 
dari pengumpulan 8 asnaf disetiap asnaf itukan ada kita ada program disitu 
besarannya sesuai misalnya ekonomi produktif 2 juta bantuan jaminan hidup 
1.5 juta, rehap kurang lebih 5 jua la itu” . .”(hasil wawancara tanggal 11 
November 2019) 
 
 
Keseluruhan 4 item diatas berkaitan obyek pengakuan yang dilakukan di 
BAZNAS Kabupaten Boyolali dapat dilihat pula bukti setor zakat Baznas 
Kabupaten Boyolali sebagai berikut: 
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    Gambar 4.2 Bukti Transaksi   
 
 
 
2. Pengukuran  
Pengukuran menurut KDPPLKS paragraf 127 merupakan proses penetapan 
jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan 
dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Dalam PSAK 109 
disebutkan bahwa apabila terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, jumlah 
kerugian yang ditanggung harus diperlukan sebagai pengurang dana zakat atau 
pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Marte 
selaku pegawai bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan Baznas Kabupaten 
Boyolali menjelaskan bahwa apabila terjadi penurunan nilai asset Zakat maka 
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dalam pencatatannya diakui sebagai penyusutan asset. Penerapan di BAZNAS 
Kabupaten Boyolali berkaitan dengan ketentuan ini dapat dilihat berdasarkan hasil 
wawancara dan dokumen tersebut yaitu : wawancara dari bapak Marte selaku 
pegawai bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan. 
“kalau itu diamil, diakui sebagai penyusutan asset seperti ini daftar asset dan 
penyusutan peralatan ada perkiraan nilai ekonomisnya jadi untuk kendaraan 8 
tahun peralatan mesin 4 tahun jadi setiap 4 tahun nilai penyusutan.”(hasil 
wawancara tanggal 11 November 2019) 
 
  
  
    
Gambar 4.3 Penggunaan Dana Amil 
  
Berdasarkan pemaparan diatas maka pengukuran zakat di BAZNAS 
Kanupaten Boyolali sesuai dengan PSAK 109. Hal ini bisa dilihat apabila terjadi 
penurunan nilai aset zakat atau kerugian itu disebabkan oleh amil, maka amil 
harus menanggung resiko atas perbuatannya yaitu dengan cara mengurangi dana 
amil. 
Namun apabila penurunan nilai aset zakat atau kerugian itu berasal dari 
bencana alam atau musibah yang tidak diinginkan dan yang tidak bisa dihindari. 
Maka itu dicatat sebagai pengurang lain hak amil. Namun hal tersebut harus 
dilihat terlebih dahulu kronologi kejadiaanya, dilakukan investigasi terlebih 
35 
 
 
dahulu, apakah penurunan nilai aset zakat tersebut murni dari kesalahan amilnya 
atau karena bencana yang tidak dapat dihindari. 
 
3. Penyaluran Zakat 
Dalam PSAK 109 disebutkan bahwa zakat yang disalurkan kepada mustahik 
diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: jumlah yang diserahkan , jika dalam 
bentuk kas jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas. 
Penerapan di BAZNAS Kabupaten Boyolali berkaitan dengan ketentuan ini 
dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara dan dokumen tersebut yaitu: 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marte selaku pegawai bagian 
keuangan, perencanaan dan pelaporan: 
“penyaluran zakat, akan dialokasikan sesuai asnaf itu kan nanti asnaf itu 
dibagi dalam 5 program.” .”(hasil wawancara tanggal 11 November 2019) 
 
 
  
 
  Gambar 4.4 Penyaluran Zakat 
 
Berdasarkan pemaparan diatas maka penyaluran zakat di BAZNAS 
Kabupaten Boyolali sesuai dengan PSAK 109. Hal ini bisa dilihat berdasarkan 
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penyaluran dana zakat yang disalurkan kepada mustahiq itu kemudian dicatat 
sebagai pengurang dana zakat apabila dana tersebut sudah diterima oleh mustahiq. 
apabila dana masih dikelola  oleh BAZNAS Kabupaten boyolali. 
BAZNAS Kabupaten Boyolali menerima uang/barang kemudian baru 
dicatat diaplikasi SIMBA. Begitupun dengan penyaluran, ketika lembaga sudah 
menyalurkan dananya uang/barang sudah diterima dimustahiq. maka baru dicatat, 
selama dana masih dikelolal/ dipegang oleh lembaga maka belum dicatat. ini 
berdasarkan pada kutipan hasil wawancara di BAZNAS Kabupaten Boyolali. 
 
4. Penyajian Zakat 
Menurut suwardjono (2014: 134) penyajian merupakan suatu penetapan 
tentang cara melaporkan elemen atau pos dalam suatu laporan keuangan agar 
lebih mudah dipahami. Dalam PSAK 109 disebutkan bahwa amil menyajikan 
dana zakat, dana infak/ shadaqah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah 
dalam neraca (laporan posisi keuangan). Penerapan di BAZNAS Kabupaten 
Boyolali berkaitan dengan ketentuan ini dapat dilihat berdasarkan hasil 
wawancara dan dokumen tersebut yaitu: hasil wawancara dengan Bapak Marte 
selaku pegawai bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan: 
“sudah jadi kita, kalau itu dilaporan perubahan dana, perubahan dana itukan 
disana menyajikan dana zakat sendiri dana zakat nanti mulainya dari 
penerimaan zakat sampai nanti penyalurannya baru nanti sisanya berapa , ada 
saldo akhirnya berapa sama infaq juga gitu mulai dari penerimaan infaq sama 
penyaluran infaq nanti sisanya berapa, amil juga sama penggunaannya 
disesuaikan sesuai program”. .”(hasil wawancara tanggal 11 November 2019) 
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   Gambar 4.5 penyajian zakat 
Berdasarkan pemaparan diatas maka penyajian zakat di BAZNAS  
Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan PSAK 109. Hal ini bisa dilihat 
berdasarkan didalam laporan keungan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil 
dan dana non halal harus disajikan terpisah dalam neraca (laporan posisi 
keuangan).  
Agar pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak-pihak yang memerlukan 
laporan keuangan tersebut dapat dengan mudah memahami isi dari laporan 
keuangan tersebut. Sebagai contoh dana non halal itu berasal dari semua 
penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain 
bunga yang berasal dari konvensional, jasa giro dan lain-lain. Penerimaan non 
halal diakui sebagai dana non halal yang terpisah dari dana zakat, dana 
infak/sedekah dan dana amil.  
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5. Pengungkapan Dana Zakat 
Menurut Suwardjono (2014: 134) pengungkapan suatu hal yang berkaitan 
dengan penjelasan informasi yang dianggap penting dan bermanfaat bagi 
pengguna laporan posisi keungan. Dalam PSAK 109 disebutkan bahwa 
pengungkapan dana zakat harus meliputi hal-hal sebagai berikut: 
a. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi 
zakat, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran zakat, sepeti 
penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima. 
b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas 
penerimaan zakat, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi 
kebijakan. 
c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat 
berupa aset nonkas 
Penerapan di BAZNAS Boyolali berkaitan dengan ketentuan ini dapat dilihat 
berdasarkan hasil wawancara dan dokumen tersebut yaitu: hasil wawancara 
dengan Bapak Marte selaku pegawai bagian keuangan, perencanaan dan 
pelaporan: 
“Jadi gini kita kan kerja berdasarkan sop disitu kan memuat semua tentang 
bagaimana menerima, bagaimana menyalurkan, terus besarannya diatur semua 
sknya disetiap pengeluarannya itu ada standartnya.” .”(hasil wawancara 
tanggal 11 November 2019) 
  
“Jadi kita setiap tahun bikin rkat biasanya kalau 2020 kemaren udah buat 
dibelakang disitukan ada plot-plotnya misalnya rencana penerimaan tahun 
2020 sekian milyaran dibagi ke 8 asnaf.” .”(hasil wawancara tanggal 11 
November 2019) 
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“Ada kalau kas kalau asset kita mencatat barang ini untuk pengguna dana 
amil, misalnya kita membeli barang dicatet sebagai asset itu ketika bernilai 2 
juta kalau dibawah 2 juta itu barang pakai habis tidak dicatat sebagai asset, 
nanti penyusutan tiap tahun ada sama misalnya rusak kalau asset harus 
dihapus dari pencatatannya.” .”(hasil wawancara tanggal 11 November 2019) 
 
 
Gambar 4.6. Program BAZNAS Boyolali 
 Berdasarkan pemaparan diatas maka penyajian zakat di BAZNAS Boyolali 
masih ada yang belum sesuai dengan PSAK 109. Dalam laporan keuangan yang 
ada  pada BAZNAS Kabupaten Boyolali dana zakat, dana amil, dana nonhalal 
sudah diungkapkan, akan tetapi dalam aset nonkas diBAZNAS Boyolali tidak 
pernah menerima zakat non kas. 
Pengungkapan dana zakat tidak hanya tentang dana zakat, dana 
infak/sedekah, dana amil, dana non halal saja. Tetapi terkait tentang kebijakan 
pembagian dana amil, dana non halal saja. Tetapi terkait tentang kebijakan 
pembagian dana non amil atas penerimaan zakat, seperti presentase pembagian 
dan konsistensi. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan 
zakat non kas. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang menyakup jumlah 
beban pengelolaan juga diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 
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 Agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami dengan mudah isi 
dari laporan keuangan tersebut. Dimana tujuan dari Catatan Atas Laporan 
Keuangan tersebut adalah untuk menyediakan informasi bagi pengguna laporan 
keuangan mengenai gambaran umum suatu lembaga, ikhtisar kebijakan akuntasi, 
penjelasan atas pos-pos keuangan. Sehingga mempermudah pengguna laporan 
keuangan untuk melihatnya.   
Untuk membahas mengenai penerapan PSAK No 109 pada BAZNAS 
Boyolali lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.1  
Penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Boyolali 
Ketentuan PSAK 109 Penerapan PSAK 
109 di BAZNAS 
Boyolali 
Kesesuaian 
 Pengakuan 
Awal  
a. Penerima zakat 
diakui pada saat 
kas atau aset 
lainnya diterima. 
 
 
 
 
 
b. Zakat yang 
diterima dari 
muzaki diakui 
sebagai penambah 
dana zakat yaitu 
apabila dalam 
bentuk kas maka 
sebesar jumlah 
yang diterima, 
jika dalam bentuk 
non kas maka 
sebesar nilai 
wajar aset non 
kas tersebut.  
 
c. Zakat yang 
diterima diakui 
sebagai dana amil 
untuk bagian amil 
dan dana zakat 
untuk bagian non 
amil. 
a. BAZNAS 
Boyolali 
mengakui 
zakat pada saat 
penerimaan 
Zakat terjadi 
saat kas 
diterima. 
 
b. Zakat yang 
diterima dalam 
muzaki diakui 
sebagai 
penambah dana 
zakat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Didalam 
laporan 
keuangan yang 
disusun 
BAZNAS 
Boyolali telah 
melakukan 
pencatatan 
dana amil 
untuk bagian 
amil dan dana 
zakat untuk 
bagian non 
amil 
a. Sesuai 
 
 
 
b.  Sesuai 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
c. Sesuai 
Tabel berlanjut … 
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Lanjutan tabel 4.1 
 d. Penentuan jumlah 
atau persentase 
bagian untuk 
masing-masing 
mustahiq 
ditentukan oleh 
amil sesuai 
dengan prinsip 
syariah dan 
kebijakan amil. 
d. Zakat di 
BAZNAS 
Boyolali 
ditentukan 
berdasarkan 
kebijakan amil 
yaitu 12,5 
persen sesuai 
pembagian 
jumlah asnaf 
d. Tidak Sesuai 
Pengukuran 
Setelah 
Pengakuan 
Awal 
a. apabila terjadi 
penurunan nilai 
asset zakat non 
kas, jumlah 
kerugian yang 
ditanggung harus 
diperlakukan 
sebagai 
pengurang dana 
zakat atau 
pengurang dana 
amil tergantung 
dari sebab 
terjadinya 
kerugian tersebut. 
a. Tidak pernah 
menerima aset 
non kas atau 
tidak pernah 
menerima zakat 
non kas 
a. Tidak sesuai  
 
Tabel berlanjut … 
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Lanjutan tabel 4.1 
Penyajian 
Zakat 
a. Amil menyajikan 
dana zakat, dana 
infak/shadaqah, 
dana amil, dan 
dana nonhalal 
secara terpisah 
dalam neraca 
(laporan posisi 
keuangan) 
 
a. penyajian 
dalam 
pelaporan 
keuangan 
sudah 
dilakukan 
secara 
terpisah dalam 
laporan posisi 
keuangan 
a. Sesuai 
Pengungkapan 
Dana Zakat 
a. Amil harus 
mengungkapkan 
hal-hal berikut 
terkait dengan 
transaksi zakat, 
tetapi tidak 
terbatas pada 
kebijakan 
penyaluran zakat, 
sepeti penentuan 
skala prioritas 
penyaluran dan 
penerima. 
 
b. Kebijakan 
pembagian antara 
dana amil dan 
dana nonamil atas 
penerimaan zakat, 
seperti presentase 
pembagian, 
alasan, dan 
konsistensi 
kebijakan. 
 
 
c. Metode penentuan 
nilai wajar yang 
digunakan untuk 
penerimaan zakat 
berupa aset 
nonkas 
 
a. Didalam CALK 
yang disusun 
BAZNAS 
Boyolali telah 
melakukan 
penyusunan 
penyaluran dana 
zakat   
 
 
 
b. Di dalam CALK 
yang disusun 
BAZNAS tidak 
ada 
pengungkapan 
tentang 
kebijakan 
pembagian dana 
amil  dan non 
amil 
 
 
c. didalam CALK 
yang disusun 
BAZNAS 
Boyolali berupa 
aset nonkas tidak 
dicantumkan dan 
BAZNAS tidak 
pernah menerima 
zakat nonkas 
a. sesuai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.tidak sesuai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Tidak Sesuai 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
 Penerapan PSAK 109 mengenai Zakat di BAZNAS Boyolali secara 
keseluruhan masih terapat beberapa perlakuan akuntansi yang belum sesuai 
dengan standar yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek dalam 
laporan keuangan jika dibandingkan dengan PSAK 109.  Seperti dalam 
pengakuan Awal, pengukuran dan serta pengungkapannya masih terdapat 
beberapa elemen yang belum sejalan dengan aturan yang diterapkan pada PSAK 
109. 
 
5.2  Keterbatasan Penelitian 
 Dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada penerapan PSAK  
tentang Zakat, Infaq dan sedekah  yang terjadi dalam Baznas Boyolali jika 
dibandingkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. 
 
5.3 Saran-saran 
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis  
memberikan saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi organisasi  
pengelola zakat dimasa yang akan datang. 
1. Sebaiknya BAZNAS Kabupaten Boyolali menambah amil zakat sehingga 
mempercepat kinerja dari BAZNAS Kabupaten Boyolali 
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2. Sebaiknya BAZNAS Kabupaten Boyolali menggunakan SOP untuk 
melaksanakan setiap kegiatan yang dilakukan dari mulai pengumpulan 
hingga pendayagunaan dan pendistribusian zakat. 
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Lampiran 1 
Jadwal Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO Bulan MARET APRIL MEI JULI JUNI 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan 
Proposal  
X                    
2 Konsultasi  X X X      X           
3 Revisi 
Proposal 
                    
4 Pengumpulan 
Data 
                    
5 Analisis Data                     
6 Penulisan 
Akhir 
Naskah 
Skripsi 
                    
7 Pendaftaran 
Munaqosah 
                    
8 Munaqosah                      
9 Revisi 
Skripsi 
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NO Bulan AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER SEPTEMBER DESEMBER 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan 
Proposal  
                    
2 Konsultasi                     
3 Revisi 
Proposal 
        X            
4 Pengumpulan 
Data 
          X X X        
5 Analisis Data               X X X    
6 Penulisan 
Akhir 
Naskah 
Skripsi 
                 X   
7 Pendaftaran 
Munaqosah 
                    
8 Munaqosah                      
9 Revisi 
Skripsi 
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NO Bulan JANUARI FEBRUARI MARET - - 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan 
Proposal  
                    
2 Konsultasi                     
3 Revisi 
Proposal 
                    
4 Pengumpulan 
Data 
                    
5 Analisis Data                     
6 Penulisan 
Akhir 
Naskah 
Skripsi 
X X X                  
7 Pendaftaran 
Munaqosah 
   X                 
8 Munaqosah        X              
9 Revisi 
Skripsi 
       X X            
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Lampiran 2 
Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 3 
Pedoman Wawancara 
UMUM DAFTAR PERTANYAAN 
 
Wawancara 
:Ketua Baznas 
dan Bagian 
Akuntansi 
1) BAZNAS Boyolali ini didirikan sejak kapan? 
2) Sampai saat ini berapa muzaki di BAZNAS Kabupaten 
Boyolali? 
3) Apa harapan BAZNAS Kabupaten Boyolali kedepannya 
untuk lebih dikenal dan memilih berzakat di BAZNAS Kota 
Boyolali? 
4) Bagaimana perkembangan pelaporan keuangan akuntansi 
zakat dari tahun ke tahun? 
5) Apa harapan bapak terkait pelaporan keuangan akuntansi 
zakat dimasa yang akan datang? 
6) Bagaimana prosedur penyaluran zakat di Baznas ? 
7) Siapa sajakah kandidat atau masyrakat yang berhak 
menerima zakat dr Baznas? 
 
 
PSAK 109 Ketentuan Dalam Psak 109 Daftar Pertanyaan 
Pengakuan 
Awal 
e. Penerima zakat diakui pada 
saat kas atau aset lainnya 
diterima. 
f. Zakat yang diterima dari 
muzaki diakui sebagai 
penambah dana zakat yaitu 
apabila dalam bentuk kas maka 
sebesar jumlah yang diterima, 
jika dalam bentuk non kas 
maka sebesar nilai wajar aset 
non kas tersebut.  
g. Penentuan nilai wajar aset 
nonkas yang diterima 
menggunakan harga pasar. 
Apabila harga pasar tidak 
tersedia, maka dapat 
menggunakan metode 
penentuan nilai wajar lainnya 
1) bagaimana pencatatan 
pada penerimaan Zakat 
di Baznas Boyolali? 
2) dalam pencatatannya 
setiap zakat yang 
diterima dalam muzaki 
diakui sebagai apa ? 
3) penentuan nilai wajar 
aset nonkas yang 
diterima menggunakan 
harga pasar, apabila 
tidak ada nilai 
wajarnya itu 
menggunakan apa? 
Dan atas dasar apa 
menggunakan itu ? 
 
 
Wawancara : 
bagian 
Akuntansi 
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 sesuai yang diatur dalam 
PSAK yang relevan.  
h. Zakat yang diterima oleh 
diakui sebagai dana amil untuk 
bagian amil dan dana zakat 
untuk bagian non amil. 
i. Penentuan jumlah atau 
persentase bagian untuk 
masing-masing mustahiq 
ditentukan oleh amil sesuai 
dengan prinsip syariah dan 
kebijakan amil.  
j. Muzaki menentukan mustahiq 
yang harus menerima 
penyaluran zakat melalui amil, 
maka aset zakat yang diterima 
seluruhnya diakui sebagai dana 
zakat. Apabila muzaki telah 
menentukan mustahiq yang 
harus menerima penyaluran 
zakat yaitu melalui amil, maka 
amil mendapatkan ujrah/fee 
dan diakui sebagai penambah 
dana amil.  
4) zakat yang diterima 
oleh baznas diakui 
sebagai? 
5) berapa presentase 
bagian untuk masing-
masing mustahik? 
6) dalam pengelolaannya 
ujrah/fee yang diterima 
sebagai apa? 
Pengukuran 
Setelah 
Pengakuan 
Awal 
 
a. Apabila terjadi penurunan nilai 
aset zakat non kas, jumlah 
kerugian yang ditanggung 
harus diperlukan sebagai 
pengurang dana zakat atau 
pengurang dana amil 
tergantung dari sebab 
terjadinya kerugian tersebut. 
b. Penurunan nilai aset zakat 
diakui sebagai pengurang dana 
zakat, jika terjadi tidak 
disebabkan oleh kelalaian amil 
kerugian dan pengurang dana 
amil, jika disebabkan oleh 
kelalaian amil. 
1) Apabila terjadi 
penurunan nilai aset 
zakat maka dalam 
pencatatannya diakui 
sebagai apa? 
 Wawancara : 
bagian 
Akuntansi 
Penyaluran 
Zakat 
a. Zakat yang disalurkan kepada 
mustahiq diakui sebagai 
1) Zakat yang disalurkan 
kepada mustahik 
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Wawancara: 
Bagian 
Akuntansi 
pengurang dana zakat sebesar: 
jumlah yang diserahkan, jika 
dalam bentuk kas jumlah 
tercatat, jika dalam bentuk aset 
nonkas.  
dicatat berdasarkan apa 
? 
 
 
Penyajian 
Zakat 
a. amil menyajikan dana zakat, 
dana infak/Shadaqoh, dana 
amil, dan dan non halal secara 
terpisah dalam neraca (laporan 
posisi keuangan).  
 
1) Bagaimana penyajian 
dalam pelaporan 
keungan apakah dalam 
penyajiannya sudah 
terpisah apa belum? 
Seperti dana zakat, 
dana infak/ sodaqoh 
dana amil dan dana 
nonhalal.  
Wawancara : 
Bagian 
Akuntansi 
Pengungkapan 
Dana Zakat 
a.   amil harus mengungkapkan hal-
hal berikut terkait dengan 
transaksi zakat, seperti 
penentuan skala prioritas 
penyaluran dan penerima. 
b.  kebijakan pembagian antara 
dana amil dan dana non amil 
atas penerimaan zakat, seperti 
presentase pembagian, alasan, 
dan konsistensi kebijakan. 
c.  metode penentuan nilai wajar 
yang digunakan untuk 
penerimaan zakat berupa aset 
nonkas. 
1) Pada pelaporan 
keuangan apa saja poin 
penting yang 
diungkapkan? Wawancara : 
Bagian 
Akuntansi 
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Lampiran 4 
TRANSKIP WAWANCARA 
Nama Peneliti : Jundulloh Nur Annaji 
Narasumber :  Bapak Doni Zakaria, Amd (sub-bag Administrasi Umum) 
Tanggal : 11 November 2019 
Tempat  : Baznas Boyolali 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Baznas Boyolali ini didirkan 
sejak kapan? 
Resminya itu tahun 2017 sudah resmi pimpinanya itu 
Drs, Jamal Yazid , M.si. 
2. Sampai saat ini berapa muzaki 
di BAZNAS Boyolali 
Kabupaten Boyolali? 
Muzaki disimba kurang lebih 2000-3000. 
3. Apa harapan BAZNAS 
Kabupaten Boyolali 
kedepannya untuk lebih 
dikenal dan memilih berzakat 
di BAZNAS Kota Boyolali?  
Untuk tahun ini baru fokus ke pegawai Negeri Sipil 
kedepannya semua ASN/ Pegawai Sipil itu supaya 
berzakat di BAZNAS Boyolali.   
4. Bagaimana perkembangan 
pelaporan keuangan akuntasi 
dimasa yang akan datang? 
Untuk sekarang BAZNAS Boyolali untuk pelaporan 
sudah menggunakan PSAK 109 dan mendapat audit 
dari KAP dari opini wajar tanpa pengecualian 
alhamdulillah untuk pelaporan ditahun 2018. 
5. Apa harapan bapak terkait 
pelaporan keuangan akuntasi 
zakat infak/sedekah dimasa 
yang akan datang? 
Insyaallah ditahun 2020 semoga BAZNAS boyolali 
mendapatkan Opini wajar tanpa pengecualian lagi 
untuk pelaporan tahun 2019. 
6. Bagaimana prosedur 
penyaluran zakat di 
BAZNAS? 
Untuk prosedur penyaluran zakat di BAZNAS Zakat, 
infaq, sedekah, pertama calon mustahik mengirimkan 
permohonan ke BAZNAS Kabupaten Boyolali  nanti 
ditindak lanjuti yang bidangya dan yang bidangnya 
membuat jadwal survei dari hasil survei itu nanti 
akan diadakan rapat pimpinan untuk memustukan 
apakah layak atau tidaknya calon mustahik itu, 
setelah melakukan survei ternyata layak BAZNAS 
Boyolali menghubungi si calon mustahik itu supaya 
mengambil bantuan dari BAZNAS Boyolali  untuk 
pengambilan barang kenapa keBAZNAS Boyolali 
dulu calon mustahik untuk tanda tangan bukti srah 
terima/ kwitansi penyaluran ZIS tersebut.   
7. Siapa sajakah kandidat atau 
masyarakat yang berhak 
menerima zakat di BAZNAS? 
Kandidat sesuai asnaf, fokusnya ekonomi produktif 
8. Kenapa ekonomi Produktif? Karena kedepannya supaya calon mustahik itu yang 
tadinya mustahik biar bisa jadi muzaki. 
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Nama Peneliti : Jundulloh Nur Annaji 
Narasumber :  Bapak Marte, SE (sub-bag Perencanaan dan Pelaporan) 
Tanggal : 11 November 2019 
Tempat  : Baznas Boyolali 
 
No. Pertanyaan Jawaban 
 Pertanyaan Umum  
1. Baznas Boyolali ini didirkan sejak 
kapan? 
Jadi awalnya itu kan pembentukan UU 38 
tahun 1999 pemkab boyolali melalui surat 
keputusan bupati Boyolali tanggal 24 April 
2009 No 451/205 Tahun 2009 membentuk 
badan amil zakat Daerah dulu namanya Bazda 
massa bhaktinya 2009-2012. 
2. Sampai saat ini berapa muzaki di 
BAZNAS Boyolali Kabupaten 
Boyolali? 
Kalau sampai hari ini tgl 11 November 
2019.10.162. 
3. 10.162 dari pegawai negeri aja atau 
dari masyrakat Boyolali ? 
Itu dari semua . 
4. Tapi kalau dari pegawai negeri itu 
sama aja atau dipisah ? 
Sama saja kita misahnya sesuai muzakinya 
berzakat atau berinfaq cuman kalau dari 
boyolalinya itu kebanyakan dari pns di 
lingkungan pemerintah Boyolali.  
5. Jadi perbulan itu langsung di 
potong atau bapak, ibu pegawaai 
pns itu menyerahkan sendiri ? 
Dipotong langsung mas, jadi bapak/ibu pns 
terima bersih. 
6. Apa harapan BAZNAS Kabupaten 
Boyolali kedepannya untuk lebih 
dikenal dan memilih berzakat di 
BAZNAS Kota Boyolali?  
Kalau harapannya BAZNAS semakin maju 
kedepannya kita kan dalam pengelolaan 
zakatnya kita menggunakan aplikasi jadi 
harapannya transparansi untuk pengelolaannya 
bisa diakses dari muzaki atau masyarakat yang 
ingin tau keberadaan BAZNAS.  
7. Nama Baznas ada di Medsos? Ada kita punya medsos Baznas Boyolali di 
instagram,facebook, twitter kita punya. 
8. Apakah setiap hari/bulan ada 
informasi laporan dibaznas 
disosmed? 
Ada, ada perkembangan apa misalnya 
informasi apa biasanya kita posting  di medsos, 
cuman kita menghindari postingan penyerahan 
bantuan biasanya, takutnya nanti mencederai 
penerimanya jadi enggak enak. 
9. Apabila ada sosialisasi kepada 
masyarakat umum? 
Ada kitakan menggunakan medsos kadang kita 
pasang reklame misalnya semester sekali dia 
dapat berapa penghimpunan berapa penyaluran 
berapa setiap semesteran kalau kewajiban 
pelaporan kebupati sama BAZNAS provinsi 
kewajiban untuk pelaporan semesteran dan 
tahunan setiap tahun kita bikin setahun 2x. 
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10. Bagaimana prosedur penyaluran 
zakat di BAZNAS? 
Penyaluran kita ada 5 program, Boyolali 
peduli,Boyolali takwa, Boyolali makmur, 
Boyolali sehat boyolali sehat dimasing-masing 
program itu kita menganggarkan untuk 
masing-masing program dan disesuaikan 
asnafnya terus kalau penyalurannya bisa 
bersangkutan mustahik calon penerima itu bisa 
mengajukan sendiri ke Baznas nanti ada 
lampirannya ada surat permohonannya, pada 
ketua BAZNAS yang dimohon foto coppy ktp, 
foto cipy kk, foto copy kta,  ada juga kerja 
sama dari dinas misalnya untuk boyolali cerdas 
itukan pendidikan jadi kita biasanya lewat 
diporan minta data siswa miskin dari sana 
nanti datanya kita olah terus kita cairkan 
melalui Dinas. 
11. Siapa sajakah kandidat atau 
masyarakat yang berhak menerima 
zakat di BAZNAS? 
Kalau penyaluran kan sesuai asnaf ada 8 asnaf 
kalau prioritas utama kita yang miskin jadi 
60%  penyaluran itu miskin, kalau miskinpun 
bisa ekonomi produktif, kitakan punya taklen 
hari ini mustahik besok muzaki, itu merubah 
dari dia penerima kemudian bisa gantian sama 
yang lain dan itu juga udah ada yang begitu 
dulu dibantu BAZNAS program ekonomi 
produktif terus sekarang sukses bisa balek dia 
memberi. 
12. Bagaimana perkembangan 
pelaporan keuangan akuntasi zakat 
dimasa yang akan datang? 
Bagus kalau ditahun 2018 kita diaudit oleh 
KAP opininya wajar tanpa pengecualian, 
pimpinannya mulai bekerja yang barukan 2017 
terus tahun berikutnya menyiapkan audit tahun 
2019 kedepan diaudit diaudit ditahun 2020 
januari insyallah langsung diaudit 2020.  
13. Auditnya dari mana? KAP Itu dari semarang yang diaudit oleh 
bp.Rizal Aldi syahtio dan rekan menurut opini 
kami laporan keuangan terlampir menyajikan 
secara wajar dalam semua hal yang material 
keseluruhan badan amil zakat per 30 desember 
2018 itu sudah sesuai PSAK 109. 
14. Apa harapan bapak terkait 
pelaporan keuangan akuntasi zakat 
dimasa yang akan datang? 
Ini kan udah bagus jadi dipertahankan 
 Karakteristik  
1. Bagiamana alur pengelolaan zakat 
di BAZNAS Boyolali? 
Diawal penerimaan kita, bank bagian besar 
menggunakan syariah walaupun ada beberapa 
bank konvensional kita cuman lewat jadi 
misalnya  kebanyakan potong gaji langsung 
masuk ke bank konvensional BRI atau 
JATENG setelah dari itu nanti kita transfer ke 
jateng syariah bank syariah kita punya 7 
rekening yang 2 konven. 
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2. Umtuk tata kelola yang bisa 
dikatakan baik itu seperti apa dari 
pihak BAZNAS sendiri? 
Kalau di psak itu kan ada laporan keuangan dia 
bisa menyajikan tiga,  Laporan posisi 
keuangan, lapora perubahan dana, perubahan 
dana itu jadi, dana disitu dalemnya ada zakat 
sendiri infak sendiri dana sosial sendiri dan 
dana amil sendiri, laporan arus kas jadi dia 
udah terpisah zakat, infak dana sosial lembaga 
keuangan sudah terpisah.  
 Pengakuan Awal  
1. Bagiamana pencatatan pada 
penerimaan zakat di BAZNAS 
Boyolali? 
Jadi ada muzaki yang mau menyetor zakat 
infak ada 2 metode dia datang langsung ke 
BAZNAS Boyolali/ transfer, transfer nanti 
yang bersangkutan biasanya mengirimkan 
bukti transfer beserta nama dan alamat nomer 
telfon dan email. Dari situ kita input dari 
aplikasi simba, simba kita masukan  yang 
bersangkutan mendapatkan verifikasi email 
ataupun sms bahwa telah berzakat di 
BAZNAS. 
2. Melakukan pencatatan diaplikasi 
simba itu seperti apa? 
Kas masuk penghimpunan nanti otomatis 
sesuai yang kita input kalau zakat nanti 
masuknya dipenerimaan zakat 
3. Dalam pencatatannya setiap zakat 
yang diterima dalam muzaki diakui 
sebaga apa? 
Sebagai dana penghimpunan apa, misalnya 
zakat masuk diuang zakat. 
4. Itu ada buktinya? Ada disimbanya masuk dipenerimaan zakat 
apa, biasanya zakat mal kalau disini kan 
kebanyakan uang dari dinas jadi dicatat sesuai 
mau berzakat /infaq 
5. Zakat yang diterima oleh BAZNAS  
diakui sebagai apa? 
Itu kan dana amanah yang nanti disalurkan ke 
mustahik dicatetnya ya sebagai dana 
zakat/infak. 
6. Berapa presentase bagian untuk 
masing-masing mustahik? 
Untuk pengeolala zakat itukan ada 8 asnaf 
kalau 100:8 asnaf kan 12.5 persen, kalau 
bagian amil 12.5 persen  dari pengumpulan 8 
asnaf disetiap asnaf itu kan ada kita ada 
program disitu besarannya sesuai misalnya 
ekonomi produkti 2 juta bantuan jaminan 
hidup 1.5 juta, rehap kurang lebih 5 juta la itu. 
7. Dalam pengelolaannya ujrah/fee 
yang diterima sebagai apa? 
Kalau kita mengenalnya amil jadi ada bagian 
yang bisa diambil dizakat itu kan amil 12.5 
persen kita kan nyimpan uang ada bagi hasil 
dari bank buangnya itu kalau kita nyatetnya ini 
dipenerimaan untuk bank syariah bagi hasilnya 
bisa untuk amil yang non syariah yang 
konvensioanl, itu jasa bank itu kita belum 
pernah menggunakan jadi untuk mencatatnya 
dari bank non syariah, kita juga ada bantuan 
abd   dari pemkab Boyolali dana hibah untuk 
operasional karena kalau  sepenuhnya kita 
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ambil dari amil tidak mampu untuk membiayai 
operasional. 
 Pengukuran setelah pengakuan 
Awal 
 
1. Apabila terjadi penurunan nilai aset 
zakat maka dalam pencatatannya 
diakui sebagai apa? 
Kalau itu diamil, diakui sebagai penyusutan 
asset seperti ini daftar asset dan penyusutan 
peralatan ada perkiraan nilai ekonomisnya jadi 
untuk kendaraan 8 tahun peralatan mesin 4 
tahun jadi setiap 4 tahun nilai penyusutan. 
 Penyaluran zakat  
1. Zakat yang disalurkan kepada 
mustahik dicatat berdasarkan apa ? 
Asnaf kalau kita berdasarkan sesuai asnaf nanti 
ada lagi dari asnaf  itu kan nanti asnaf itu 
dibagi dalam 5 program. 
 Penyajian zakat  
1. Bagaimana penyajia dalam 
pelaporan keuangan apakah dalam 
penyajiannya sudah terpisah apa 
belum ? seperti dana zakat, dana 
dana amil dan dana non halal. 
Sudah jadi kita, kalau itu dilaporan perubahan 
dana, perubahan dana itukan disana 
menyajikan dana zakat sendiri dana zakat nanti 
mulainya dari penerimaan zakat sampai nanti 
penyalurannya baru nanti sisanya berapa, ada 
saldo akhirnya berapa sama infak juga gitu itu 
mulai dari penerimaan infaq sama penyaluran 
infaq nanti sisanya berapa, amil juga sama 
penggunannya disesuaikan, sesuai 
programnya. 
 Pengungkapan dana zakat  
1. Pada pelaporan keuangan apa saja 
poin penting yang diungkapkan? 
Jadi gini kita kan kerja berdasarkan sop disitu 
kan memuat semua tentang bagaimana 
menerima, bagaimana menyalurkan, terus 
besarannya diatur semua sknya disetiap 
pengeluarannya itu ada standartnya.  
2. Kebijakan pembagian antara dana 
amil dan dana non amil berapa 
presentase pembagiannya? 
Jadi kita setiap tahun bikin rkat biasanya kalau 
2020 kemaren udah buat dibelakang disitukan 
ada plot-plotnya misalnya rencana penerimaan 
tahun 2020 sekian milyaran dibagi ke 8 asnaf. 
3. Bagaimana penentuan nilai wajar 
yang digunakan untuk penerimaan 
zakat yang berupa asset non kas ? 
Ada kalau kas kalau asset kita mencatat barang 
ini untuk pengguna dana amil, misalnya kita 
membeli barang dicatet sebagai asset itu ketika 
bernilai 2 juta kalau dibawah 2 juta itu barang 
pakai habis tidak dicatat sebagai asset, nanti 
penyusutan tiap tahun ada sama misalnya 
rusak kalau asset harus dihapus dari 
pencatatannya. 
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Lampiran 5 
LAPORAN KEUANGAN BAZNAS KABUPATEN BOYOLALI 
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Lampiran 6 
Realisasi Pendistribusian Baznas Boyolali 
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Lampiran 7 
Bukti Kwitansi Muzaki 
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Lampiran 8  
Dokumentasi  Wawancara 
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